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BAB I
PENDAHULUAN

A. Landasan Penyusunan

Laporan kinerja merupakan sumber informasi hasil dari pelaksanaan rangkaian
program dan kebijakan pemerintah dalam waktu tertentu sebagai hasil evaluasi
kinerja dari tahun sebelumnya serta strategi perbaikan ke depan. Melalui
laporan kinerja diharapkan pemerintah dapat menyajikan informasi ketepatan
hasil dari penggunaan anggaran sesuai sasaran serta dapat menyusun langkah-
langkah strategis kebijakan selanjutnya.

Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2023 berisikan rangkuman
dan ikhtisar atas pencapaian kinerja kementerian dan lembaga (K/L)
berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas
dan transparansi atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun 2023. Selain itu, LKjPP yang merupakan bentuk
pertanggungjawaban Presiden ini memuat informasi terkait dengan dukungan
atas prioritas nasional oleh K/L, termasuk pencapaian target-target Kinerja
prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2023.

Capaian kinerja pemerintah diharapkan telah sesuai dengan prioritas RPJMN
dan RKP untuk selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi atas informasi
kinerja yang dihasilkan dari capaian program prioritas nasional 2023.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
telah meminta seluruh K/L untuk menyajikan informasi terkait capaian
kinerjanya tersebut untuk kemudian dilakukan konsolidasi data dan informasi
dalam LKjPP ini.

LKjPP Tahun 2023 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB)
Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Pusat yang merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai
bentuk pelaksanaan Peraturan (PP) Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Mekanisme Penyusunan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi PANRB Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, LKjPP Tahun 2023 disusun dengan sumber
data utama adalah Laporan Kinerja K/L Tahun 2023. Pada dasarnya, dalam
penyusunannya, tim penyusun tidak memberikan analisis dan evaluasi selain
yang telah tertuang dalam Laporan Kinerja K/L tersebut. Namun demikian jika
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diperlukan, tim penyusun juga memperoleh data dan informasi tambahan yang
berasal dari:

1) K/L yang menyampaikan Laporan Kinerja, sebagai penjelas dari Laporan
Kinerja yang telah disampaikan;

2) Bappenas, jika diperlukan hasil analisis dan evaluasi atas capaian kinerja
prioritas nasional dalam RKP;

3) Pihak lain yang kompeten, untuk lebih mengeksplorasi lebih lanjut
penjelasan maupun analisis kinerja.

Penyusunan LKjPP Tahun 2023 senantiasa menitikberatkan dukungan atas
pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2023. Masing-
masing K/L menyampaikan informasi atas capaian kinerja tahun 2023 berupa
Laporan Kinerja kepada Presiden melalui Menteri PANRB menggunakan aplikasi
e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id). Selanjutnya, seluruh informasi data capaian
kinerja dari seluruh K/L tersebut melalui tahapan pengikhtisaran.
Pengikhtisaran dilakukan dengan menggunakan sasaran kinerja beserta
indikator-indikator kinerjanya yang menggambarkan prioritas nasional yang
telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2023. LKjPP Tahun 2023 disusun dengan
menyajikan hasil pengikhtisaran laporan kinerja masing-masing K/L tersebut.

C. Keterkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Sesuai dengan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan dan laporan
kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Penyusunan
LKjPP Tahun 2023 memanfaatkan informasi kinerja yang telah melalui tahapan
pengikhtisaran dari pencapaian target kinerja dari setiap K/L atas dukungannya
terhadap prioritas nasional. Dukungan tersebut dapat berupa keluaran (output)
maupun hasil kerja (outcome) atas sasaran strategis, sasaraan program, maupun
sasaran kegiatan dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L sebagai pertanggung-
jawaban atas penggunaan APBN Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memuat pendapatan
dan pembiayaan atas APBN Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu,
pengikhtisaran  informasi  kinerja  dalam LKjPP  ini melengkapi
pertanggungjawaban penggunaan sumber daya setiap K/L, termasuk di
dalamnya pelaksanaan anggaran dan belanja untuk mewujudkan KkKinerja.
Penyusunan LKjPP Tahun 2023 telah disusun secara optimal untuk dapat
melengkapi informasi kinerja khususnya dalam mempertanggungjawabkan
pelaksanaan APBN Tahun 2023.

D. Sistematika Penyajian LKjPP Tahun 2023

Penyajian LKjPP Tahun 2023 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri
PANRB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Pusat. Secara umum, informasi yang disajikan dalam LKjPP adalah
berupa informasi tentang kinerja atas penggunaan APBN, dengan sistematika
sebagai berikut.
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1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan landasan penyusunan LKjPP yaitu mekanisme
penyusunan, dan informasi umum lain yang diperlukan terutama tentang
keterkaitan LKjPP dengan LKPP dan sistematika penyajian LKjPP Tahun
2023.

2. BAB 2 CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja dari prioritas
nasional yang ada dalam RKP Tahun 2023, beserta dengan K/L yang
bertanggungjawab atau mendukungnya, kendala yang dihadapi, serta
informasi lain yang dibutuhkan.

3. BAB 3 CAPAIAN KINERJA SETIAP KEMENTERIAN/LEMBAGA

Bab ini menyajikan informasi tentang capaian kinerja utama dari masinng-
masing K/L, program dan kegiatan utama yang mendukung capaian
kinerja utama, kendala yang dihadapi serta informasi lain yang dibutuhkan
seperti penggunaan anggaran atas pencapaian kinerja dan efisiensi atas
penggunaan sumber daya.

4. BAB 4 SIMPULAN

Bab ini menyimpulkan capaian kinerja pemerintah pusat secara umum,
kendala umum yang dihadapi serta informasi lain yang diperlukan seperti
langkah perbaikan ke depan.
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BAB II
CAPAIAN KINERJA
PRIORITAS NASIONAL

A. Gambaran RKP Tahun 2023

Pembangunan RKP Tahun 2023 difokuskan pada percepatan pemulihan
ekonomi dan reformasi sosial. Proses pembangunan ekonomi pasca pandemi
global COVID-19 masih menjadi tujuan utama sebagai dampak dari
ketidakpastian dan pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, pembangunan RKP
juga disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka
menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan
anggaran Tahun 2022, serta kebijakan pembangunan Tahun 2023. RKP Tahun
2023 merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara
terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan sebagai Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai amanat Undang-Undang
(UU) Nomor 25 Tahun 2004. Dokumen ini telah ditetapkan di Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2023 dimutakhirkan dengan Perpres Nomor 134 Tahun 2022 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. RKP Tahun 2023
memiliki 7 Prioritas Nasional (PN), dengan total 29 Sasaran dan 81 Indikator
Kinerja.

Penyusunan RKP Tahun 2023 telah dilakukan melalui pendekatan
penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan
perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal
tersebut dimaksudkan sebagai implementasi penguatan perencanaan
pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional. Pendekatan tersebut diimplementasikan melalui penyesuaian Prioritas
Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020 - 2024, dengan
memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional,
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Major Project, menjadikan konsep
pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan Program Prioritas dan
Kegiatan Prioritas serta mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan yang
mencakup belanja K/L, belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman
dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti pemanfaatan
skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan potensi investasi
melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Melalui RKP Tahun 2023 Pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan
pada kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka
pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi
dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional. Rencana
pembangunan yang terdapat pada dokumen RKP Tahun 2023 menjabarkan
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rencana pembangunan secara rinci ke dalam Prioritas Nasional, Program
Prioritas, Kegiatan Prioritas, Major Project, Proyek Prioritas. Untuk memastikan
tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan
pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional secara efektif, maka
diperlukan kesinambungan hierarki kinerja dan ketepatan indikator kinerja di
setiap tingkatan kinerja.

Sasaran dan indikator dari setiap Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023,

meliputi:

e PN1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan.
Terdiri dari 2 sasaran dengan 15 indikator kinerja.

e PN2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan.
Terdiri dari 2 sasaran dengan 6 indikator kinerja.

e PN3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Terdiri dari 6 sasaran dengan 27 indikator kinerja.

e PN4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Terdiri dari 6 sasaran dengan 8 indikator kinerja.

e PN5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar.
Terdiri dari S sasaran dengan 14 indikator kinerja.

e PN6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan
perubahan iklim.
Terdiri dari 3 sasaran dengan S indikator kinerja.

e PN7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik.
Terdiri dari 5 sasaran dengan 6 indikator kinerja.

B. Capaian Ekonomi Makro

Ekonomi Indonesia tetap tangguh pada tahun 2023 di tengah meningkatnya
probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian
tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi
yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui
hilirisasi industri. Kondisi ini perlu ditingkatkan untuk mempertahankan
pencapaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025, yakni menjadi Upper-Middle Income Country.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-
rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Untuk mengejar trajectory
pertumbuhan dalam Visi Indonesia 2045, diperlukan peningkatan rata-rata
pertumbuhan 1-2 persen di atas tingkat pertumbuhan prapandemi. Upaya
peningkatan rata-rata pertumbuhan jangka panjang ~membutuhkan
transformasi ekonomi melalui dukungan kuat dari sumber daya manusia yang
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berkualitas, serta penguatan teknologi dan digitalisasi. Selain itu, dalam
mengejar pertumbuhan jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi
menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
perekonomian pada tahun 2024 diharapkan akan terakselerasi sehingga dapat
mengembalikan trajectory pertumbuhan jangka panjang dalam upaya
pencapaian Visi Indonesia 2045. Percepatan transformasi ekonomi sangat
dibutuhkan untuk menghadapi tantangan megatrend global ke depan.

1. Ekonomi Global

Pemulihan ekonomi global tahun 2022 tertahan oleh adanya perang antara
Rusia dan Ukraina yang berjalan sejak Februari 2022. Tingginya tensi
geopolitik tidak hanya berdampak pada dua negara tersebut, melainkan
meluas ke berbagai negara di dunia. Salah satu dampak perang berkaitan
dengan tingginya tensi geopolitik adalah saling berbalas sanksi utamanya
antara Rusia dengan negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan
Ukraina merupakan salah satu negara produsen terbesar untuk komoditas
energi, seperti minyak dan gas serta komoditas pangan gandum dunia
sehingga dengan adanya perang, supply kebutuhan energi dan pangan
menjadi terganggu dan memicu tingginya tekanan inflasi di berbagai negara
pada tahun 2022.

Indeks Produk Domestik Bruto Riil Beberapa Negara
Tahun 2019 - 2022
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Sumber: BPS dan Oxford Economics, Maret 2023
Dampak perang yang menghambat pemulihan ekonomi juga tecermin pada

perekonomian beberapa negara seperti Inggris, Meksiko, Jepang, dan Spanyol
yang belum mampu kembali ke level prapandemi hingga tahun 2022.
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Baltic Dry Index (BDI)
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Aktivitas perdagangan global tahun 2022 mengalami perlambatan, tecermin
dari penurunan pada Baltic Dry Index menjadi rata-rata indeks sebesar
1.930,9 dari level rata-rata indeks 2.920,8 pada tahun 2021. Penurunan
aktivitas perdagangan global disebabkan utamanya oleh gangguan rantai
pasok sebagai akibat dari pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik yang
menyebabkan adanya kebijakan sanksi perdagangan beberapa negara,
fluktuasi harga komoditas, dan tekanan inflasi yang tinggi.

Purchasing Managers Index Global
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Sumber: S&P Global, Juni 2023
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Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi global baik manufaktur maupun jasa
mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan Purchasing Managers
Index hingga berada di zona kontraksi pada akhir tahun 2022. Meskipun
demikian, hingga Mei 2023 Purchasing Managers Index telah menunjukkan
perbaikan utamanya Purchasing Managers Index sektor jasa yang telah
berada di zona ekspansi.

Harga Komoditas Internasional
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Perang Rusia dan Ukraina memicu peningkatan harga komoditas pada tahun
2022. Selain itu, perang juga memicu krisis energi dan pangan serta
peningkatan inflasi berbagai negara hingga mencapai rekor inflasi dalam
beberapa dekade. Dalam merespon dan meredam tingginya inflasi, bank
sentral berbagai negara meningkatkan suku bunga acuan.

Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, yoy)
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2. Ekonomi Domestik
a. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat
di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan,
ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada
tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, tejaganya daya beli
masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi
kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi
faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara
itu, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia juga mengalami
Peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi USD4,783.9 atau setara Rp71
juta pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, Gross National Income
per kapita Indonesia tahun 2022 mencapai USD4,580 dan mendorong
Indonesia kembali masuk dalam kategori upper-middle income country.
Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan
pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh Pemerintah telah
mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu,
penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari
penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga
pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan
daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga
tumbuh sebesar 4,9 persen. Aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh
kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh moderat sebesar
3,9 persen seiring dengan ketidakpastian global yang tengah
berlangsung. Sementara itu, konsumsi Pemerintah mengalami
kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan oleh menurunnya
belanja barang untuk pengendalian pandemi COVID-19.

Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan
Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi
ekspor barang dan jasa, Indonesia manmipu memanfaatkan peluang
tersebut sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3 persen pada
tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai
bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar
mineral sebesar 7,2 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas
yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta
kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor
barang dan jasa Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong
oleh kenaikan impor bahan baku dan barang modal. Secara
keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada
tahun 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh
pertumbuhan positif dari seluruh sektor pada tahun 2022. Bahkan,
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beberapa sektor mampu mencatatkan pertumbuhan dua digit, seperti
sektor transportasi dan pergudangan serta sektor akomodasi dan
makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan
berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, Konferensi
Tingkat Tinggi G20, World Conference on Creative Economy,
International E-Sport Federation World E-Sport Championship),
pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara,
serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan
perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.
Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3
persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga
komoditas perikanan dunia. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor
pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan
kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri
pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada Produk Domestik
Bruto, yaitu 18,3 persen, tumbuh positif sebesar 4,9 persen. Capaian
ini didorong oleh pertumbuhan dua digit di beberapa subsektor di
antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya,
dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas
ekonomi, selrtor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan
pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi
modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada
tahun 2023. Memasuki triwulan I 2023, pertumbuhan ekonomi
Indonesia sebesar 5,0 persen dengan seluruh komponen pengeluaran
dan lapangan usaha mampu tumbuh positif. Kinerja pariwisata dan
sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan,
walaupun masih di bawah level prapandemi.

b. Neraca Pembayaran

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar
USD4.0 miliar sepanjang tahun 2022. Kontribusi capaian tersebut
utamanya melalui ekspor yang kuat sehingga menopang ketahanan
sektor eksternal. Surplus transaksi berjalan tahun 2022 naik signifikan
mencapai USD13.1 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun
sebelumnya yang hanya USD3.5 miliar. Perkembangan tersebut
didukung oleh peningkatan ekspor yang tinggi, sejalan dengan harga
komoditas internasional yang masih tinggi, serta diikuti oleh
permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik, meskipun tren
impor juga mengalami kenaikan di tengah kuatnya pertumbuhan
ekonomi domestik. Sementara itu, transaksi modal dan finansial tahun
2022 mencatat defisit yang terkendali sebesar USD8.9 miliar, seiring
dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kinerja Neraca
Pembayaran Indonesia yang tetap solid dalam mendukung sektor
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eksternal mendorong devisa terus berkembang. Pada akhir tahun 2022,
posisi cadangan devisa mencapai USD137.2 miliar atau setara dengan
pembiayaan 6,0 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan
internasional.

Tantangan di tahun 2023 berasal dari kemungkinan penurunan harga
komoditas dan juga kondisi keuangan global yang cenderung masih
akan ketat, selaras dengan rezim kebljakan suku bunga tinggi di
negara-negara maju untuk mengendalikan inflasi. Meskipun demikian,
keberlanjutan hilirisasi industri dalam negeri, peningkatan wisatawan
mancanegara, dan pengiriman kembali pekerja migran Indonesia akan
menjaga surplus transaksi berjalan tetap tinggi pada kisaran USD7.1-
6.8 miliar. Di sisi lain, tekanan neraca transaksi modal dan finansial
akan sedikit mereda, terutama ditopang investasi langsung yang masih
mengalir ke perekonomian domestik serta perlambatan capital outflow
pada investasi portofolio. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang
masih solid tersebut diikuti perkembangan cadangan devisa mencapai
sekitar USD 144 .2-145.3 miliar atau setara 6,0-6,1 bulan impor.

c. Keuangan Negara

Kinerja keuangan negara pada tahun 2022 membaik seiring
berlanjutnya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
mampu menjadi bantalan (shock absorber) di tengah berbagai tekanan
akibat faktor risiko global sehingga pemulihan dunia usaha dan daya
beli masyarakat tetap terjaga.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 2022 mencapai
Rp2.635,8 triliun (13,5 persen Produk Domestik Bruto), meningkat
sebesar 31,0 persen dibanding realisasi tahun 2021. Dari sisi
komponennya, Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp2.034,6
triliun (10,4 persen Produk Domestik Bruto), tumbuh sebesar 31,4
persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Sementara itu, Penerimaan
Negara Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp595,6 triliun (3,0 persen
Produk Domestik Bruto), tumbuh 29,9 persen dibandingkan realisasi
tahun 2021. Peningkatan Pendapatan Negara dan Hibah yang
signifikan di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi
pascapandemi, dampak implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta windfall
kenaikan harga komoditas.

Belanja Negara sebesar Rp3.096,2 triliun (15,8 persen Produk
Domestik Bruto), menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 16,4
persen Produk Domestik Bruto, terutama disebabkan alokasi belanja
penanganan COVID-19 yang tidak sebesar tahun sebelumnya.
Berdasarkan komponennya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat
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mencapai Rp2.280,0 triliun atau 11,6 persen Produk Domestik Bruto,
terutama dipengaruhi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi.
Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp816,2 triliun atau 4,2 persen
Produk Domestik Bruto, didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil
yang tumbuh signifrkan sebesar 43,8 persen.

Dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
mencapai Rp460,4 triliun (2,4 persen Produk Domestik Bruto), berada
di bawah target 2022 sebesar 4,5 persen Produk Domestik Bruto dan
realisasi tahun 2021 yaitu 4,6 persen Produk Domestik Bruto. Realisasi
Pembiayaan Anggaran mencapai Rp591,0 triliun (3,0 persen Produk
Domestik Bruto), utamanya berasal dari Pembiayaan Utang sebesar
Rp688,5 triliun dan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp106,8
triliun. Dengan realisasi Pembiayaan Anggaran tersebut, terdapat
kelebihan pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp130,6 triliun,
meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp96,7 triliun.

Pada tahun 2023, kebijakan fiskal diarahkan konsolidatif untuk
kembali pada delisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di
bawah 3 persen Produk Domestik Bruto, sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020. Meski konsolidatif, pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diarahkan tetap fleksibel
untuk mendukung pelaksanaan tema RKP Tahun 2023, yaitu
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan".

Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2023 ditargetkan sebesar
Rp2.463,0 triliun atau 11,7 persen Produk Domestik Bruto, menurun
dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13,5 persen Produk
Domestik Bruto, terutama mempertimbangkan perkiraan harga
komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan ditargetkan sebesar
Rp2.021,2 triliun atau 9,6 persen Produk Domestik Bruto, serta
Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan mencapai Rp441,4 triliun
atau 2,1 persen Produk Domestik Bruto. Belanja Negara ditargetkan
sebesar Rp3.061,2 triliun atau 14,5 persen Produk Domestik Bruto,
terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau
10,7 persen Produk Domestik Bruto, dan Transfer ke Daerah sebesar
Rp814,7 triliun atau 3,9 persen Produk Domestik Bruto.

Defisit Anggaran pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 2,8 persen
Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp598,2 triliun. Dari sisi
Pembiayaan Anggaran, komponen terbesar berasal dari Pembiayaan
Utang sebesar Rp696,3 triliun. Pembiayaan Investasi ditargetkan
sebesar negatif Rp176 triliun dan Saldo Anggaran Lebih sekitar Rp70
triliun.
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d. Moneter

Stabilitas moneter pada tahun 2022 relatif terkendali di tengah
tingginya ketidakpastian ekonomi global, tercermin dari perkembangan
inflasi dan nilai tukar Rupiah. Kondisi tersebut ditopang oleh
berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia sejalan dengan
penanganan pandemi COVID-19 yang semakin baik melalui sinergi
bauran kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

Sepanjang tahun 2022, Inflasi Umum mengalami tren kenaikan hingga
triwulan III dan berangsur melandai pada triwulan IV mencapai 5,51
persen (yoy), masih berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah bersama Bank Indonesia, sebesar 2-4 persen (yoy).
Tingginya inflasi dipengaruhi kondisi global akibat ketegangan
geopolitik Rusia dan Ukraina, kebijakan zero COVID-19 di Cina, serta
kebiiakan proteksionisme pangan di beberapa negara yang telah
menyebabkan gangguan rantai pasok global sehingga berdampak pada
kenaikan harga komoditas energi dan pangan global. Dari sisi
domestik, tingginya inflasi utamanya disebabkan oleh dampak
penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak yang diberlakukan pada awal
September 2022 serta kenaikan harga sejumlah komoditas pangan
akibat pasokan dan distribusi yang terkendala.

Perkembangan Inflasi Umum Bulanan
(persen, yoy)
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Sumber: BPS, 2023
Pada akhir semester 1 2023, tren penurunan Inflasi Umum berlanjut

hingga mencapai 3,52 persen (yoy) pada Juni 2023, kembali dalam
rentang sasaran yang ditetapkan.
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Perkembangan Inflasi Berdasarkan
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Perkembangan nilai tukar rupiah pada tahun 2022 sangat dinamis dan
mengalami pelemahan dibandingkan tahun 2021, namun dengan
volatilitas yang cukup terkendali. Dari sisi global, berlanjutnya
ketidakpastian di pasar keuangan dunia yang dipengaruhi eskalasi
ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, tingginya suku bunga
kebijakan moneter dan imbal hasil US Treasury 10 tahun, telah
mendorong aliran modal asing keluar dari Indonesia dan memberi
tekanan pelemahan terhadap nilai tukar rupiah. Namun demikian,
sejumlah faktor internal meliputi perbaikan prospek perekonomian
Indonesia, kecukupan pasokan valuta asing, imbal hasil aset keuangan
yang kompetitif berhasil menahan laju pelemahan lebih dalam. Rata-
rata nilai tukar rupiah tahun 2022 mencapai Rp14.875 per USD, tetap
terkendali meski sedikit berada di atas target RKP Tahun 2022, yaitu
rentang Rp13.900 - Rp14.800 per USD.

Pada akhir semester I 2023, di tengah tingginya ketidakpastian
ekonomi global akibat konflik Rusia-Ukraina, berlanjutnya pengetatan
kebljakan moneter di negara maju, serta gejolak perbankan di AS, nilai
tukar rupiah menguat sebesar 3,26 persen (ytd), berada pada kisaran
Rp15.066 per USD pada akhir Juni 2023. Penguatan tersebut ditopang
oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan terjaganya fundamental
perekonomian domestik, tecermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan
I yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, tren penurunan
inflasi, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif.
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Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD)
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Sumber: Bloomberg, 2023

Tingginya tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang

tahun 2022 direspon Bank Indonesia dengan meningkatkan suku

bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate secara kumulatif sebesar 200

basis poin, dari semula 3,50 persen menjadi 5,50 persen di akhir 2022.

Pengetatan kebijakan moneter berlanjut hingga awal tahun 2023

dengan kembali meningkatkan BI-7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25

basis poin menjadi 5,75 persen sebagaimana hasil Rapat Dewan

Gubernur pada periode Januari 2023. Bank Indonesia kemudian

mempertahankan tingkat suku bunga hingga Rapat Dewan Gubernur

periode Juni 2023. Keputusan tersebut mempertimbangkan:

(1) Tingginya inflasi global,

(2) Perkiraan periode pengetatan kebiiakan moneter global yang
panjang, meskipun dengan besaran yang lebih rendah;

(3) Masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dipengaruhi
konflik Rusia-Ukraina dan gejolak perbankan Amerika Serikat;

(4) Urgensi menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap
kompetitif untuk menahan aliran modal keluar; serta

(5) Urgensi untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
domestik supaya tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi
kebljakan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sesuai
dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Pengendalian
inflasi terus menjadi perhatian Pemerintah dan Bank Indonesia baik
pusat dan daerah, yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi
Nasional dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat-Daerah. Sinergi bauran
kebijakan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

SK No 218345 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1953 -

e. Sektor Keuangan

Pada tahun 2023, kinerja sektor keuangan tetap terjaga, dengan
kondisi likuiditas yang memadai dan profil risiko yang cukup stabil.
Peningkatan aktivitas perekonomian domestik, baik dari sisi konsumsi
maupun investasi menjadi penopang pertumbuhan, yang selanjutnya
mendorong permintaan terhadap sektor jasa keuangan.

Perkembangan Yield Government Bonds
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Sumber: CEIC, Mei 2023

Pada pasar obligasi, yield obligasi Pemerintah dengan tenor 10 tahun
telah mengalami perbaikan, yaitu menjadi 6,46 pada Mei 2023. Kondisi
tersebut mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar
obligasi. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan mengalami
penurunan pada awal tahun 2023. Hal ini tecermin pada Indeks Harga
Saham Gabungan yang berada pada level 6.687 pada Mei 2023, atau
turun sebesar 5,07 persen dibandingkan Mei 2022. Namun demikian,
kapitalisasi pasar saham mencapai Rp9.484,16 triliun atau tumbuh
sebesar 2,48 persen (yoy). Capaian tersebut didukung oleh adanya
peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan pada Mei
2023, yaitu sebanyak 11,06 juta atau meningkat sebesar 24,86 persen
dibandingkan Mei 2022 yang tercatat hanya sebesar 8,85 juta.

SK No 218318 A



g'd* |

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA "

- 1954 -

Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Mei 2023

Pada sektor perbankan, fungsi intermediasi dan kualitas penyaluran
kredit masih terjaga. Meskipun sedikit melandai, penyaluran kredit
masih tumbuh tinggi dan positif, yaitu mencapai 8,08 persen (yoy) pada
April 2023. Pertumbuhan kredit yang positif tersebut diiringi dengan
pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga, yaitu mencapai 6,82 persen
(yoy). Selain itu, kinerja positif sektor perbankan juga tecermin dari
kualitas penyaluran kredit yang terjaga di level cukup rendah, yaitu

2,53 persen.
Pertumbuhan Kredit dan DPK
(persen, yoy)
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Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah juga terjaga positif
hingga awal tahun 2023. Kondisi tersebut tecermin pada peningkatan
total aset jasa keuangan syariah (tidak termasuk saham) per Februari
2023 yang mencapai Rp2.415,65 triliun atau tumbuh 19,73 persen
(yoy). Perkembangan positif sektor perbankan syariah didukung oleh
pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas fungsi
intermediasi perbankan syariah. Perkembangan pasar modal syariah
khususnya ditopang oleh berlanjutnya komitmen Pemerintah dalam
penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai salah satu
instrumen pembiayaan pembangunan. Saham syariah juga tumbuh
positif yang ditunjukkan oleh pertumbuhan kapitalisasi Indeks Saham
Syariah Indonesia sebesar 3,14 persen (yoy) dengan nilai kapitalisasi
sebesar Rp4.563 triliun pada Mei 2023. Selain itu, adanya
pengembangan inovasi digital keuangan syariah dan meningkatnya
literasi keuangan masyarakat turut memperkuat kinerja jasa keuangan
syariah secara keseluruhan.

Rasio Kredit Bermasalah
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f. Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan
(i) Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator ketenagakerjaan terus mengalami pemulihan dari tekanan
pandemi COVID-19. Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran
Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase
menjadi 5,86 persen. Jumlah penciptaan lapangan kerja baru cukup
besar mencapai 4,25 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Pekerja di
bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun
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mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 1,85 juta orang.
Untuk meningkatkan pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian
menengah dan tinggi, Pemerintah terus berupaya melakukan
reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya adalah implementasi
program Kartu Prakerja bagi 3,47 juta orang dengan total insentif
mencapai Rp5,36 triliun.

Memasuki tahun 2023, seiring dengan akselerasi pertumbuhan
ekonomi, program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian
terus dilakukan melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan Pelatihan Vokasi, termasuk Program Kartu
Prakerja yang akan memulai kebijakan transisi program ke skema
awal, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja
melalui pelatihan vokasi.

(ii) Tingkat Kemiskinan

SK No 219005 A

Tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 mengalami
peningkatan dari 9,54 persen di Maret 2022 menjadi 9,57 persen.
Beberapa faktor menjadi penyebab kenaikan angka kemiskinan di
September 2022, antara lain karena pertumbuhan ekonomi yang
melambat pada triwulan III dibanding triwulan II, dan kenaikan
harga Bahan Bakar Minyak yang menyebabkan kenaikan pada
beberapa harga komoditas pangan.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan 2023 sebesar 7,5-8,5
persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024. Upaya keras terus dilakukan pada tahun 2023
untuk menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, antara
lain dengan melanjutkan pelaksanaan Reformasi Sistem
Perlindungan Sosial. Salah satu penahapan yang penting adalah
melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima program
perlindungan sosial dengan menggunakan database sosial ekonomi
yang mutakhir dan berperingkat. Beberapa aspek penekanan dalam
reformasi ini, antara lain:

(1) Penyiapan regulasi untuk pemanfaatan data Registrasi Sosial
Ekonomi sehingga dapat digunakan seluruh
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
penyaluran program pada tahun 2024;

(2) Perluasan dan implementasi skema perlindungan sosial adaptif
kepada pemerintah daerah;

(3) Penyempurnaan proses graduasi dan komplementaritas
program melalui pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lintas
sektor;
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(4) Penguatan reformasi skema pembiayaan yang inovatif,
ekspansif, dan berkesinambungan; dan

(5) Penjangkauan terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti
anak telantar, lansia, dan penyandang disabilitas yang
memerlukan bantuan dan layanan Pemerintah.

Melalui penguatan agenda pembangunan reformasi perlindungan
sosial yang didukung stabilitas ekonomi diharapkan upaya
Pemerintah menghapuskan kemiskinan ekstrem masih on-track.
(i11) Rasio Gini

Kondisi perekonomian Indonesia yang terus pulih semenjak masa
pandemi COVID-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial
dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat
kegiatan perekonomian dari Pemerintah, swasta, dan masyarakat
mengalami kelesuan, terutama masyarakat berpendapatan rendah.
Dampak yang berbeda antar kelompok pendapatan masyarakat
tersebut mengakibatkan ketimpangan meningkat yang ditunjukkan
oleh indikator rasio gini meningkat. Rasio gini sendiri merupakan
indikator yang sensitif dan kompleks sehingga untuk menurunkan
ketimpangan membutuhkan kebijakan yang menyasar pada semua
lapisan pendapatan masyarakat serta pendistribusian
kesejahteraan yang merata. Kondisi ketimpangan di Indonesia
mengalami kenaikan pada masa pandemi COVID-19 jika
dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Hal ini ditunjukkan
dari capaian rasio gini pada level 0,385 bulan September 2020
dibandingkan September 2019 pada level 0,380.

Capaian Rasio Gini 2018-2022
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Sumber: BPS, 2023
Kondisi ketimpangan di Indonesia setelah tahun 2020 mengalami

fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari naik turunnya angka rasio gini
dari Maret 2027 hingga September 2022. Hal ini disebabkan oleh
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belum stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia yang berakibat
pada memburuknya keadaan perekonomian masyarakat, terutama
masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Sementara
masyarakat berpendapatan tinggi kondisi perekonomiannya lebih
stabil sehingga mengakibatkan jarak ketimpangan semakin lebar.
Keadaan ini diperkirakan akan terus berlanjut pada periode
selanjutnya.

(iv) Indeks Pembangunan Manusia

SK No 219007 A

Aktivitas perekonomian kembali pulih meskipun Indonesia masih
berstatus pandemi COVID-19. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya
perluasan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan penguatan
sistem kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia mampu
meningkat sebanyak 0,62 poin dari tahun sebelumnya, yang
disumbang oleh peningkatan pada komponen kesehatan,
pendidikan, maupun ekonomi. Peningkatan komponen ekonomi
tecermin dari capaian indikator persentase penduduk miskin, rasio
gini, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai per bulan, tingkat
pengangguran terbuka, persentase pekerja formal, serta
pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang terus membaik. Selain
itu, pemerataan ekonomi melalui bantuan sosial dan subsidi kepada
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah turut berperan dalam
perbaikan ekonomi selama tahun 2022.

Pada aspek pendidikan, Pemerintah telah memperbolehkan sekolah
untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka seiring dengan
kesiapan sekolah dan melandainya pandemi COVID-19. Hal ini
mempunyai dampak pada kenaikan partisipasi pendidikan.
Percepatan pemulihan kualitas pembelajaran dan akselerasi mutu
pembelajaran  pascapandemi COVID-19 dilakukan dengan
penguatan kurikulum, penilaian diagnostik kembali oleh guru
kepada siswa, dan optimalisasi layanan pendidikan formal dan non
formal.

Pada aspek kesehatan, inovasi layanan dilaksanakan untuk
mengatasi terhambatnya pelayanan kesehatan esensial selama
pandemi COVID-19. Selain itu, pengembangan pelayanan kesehatan
digital sebagai bagian dari Reformasi Sistem Kesehatan akan
meningkatkan kualitas baik dari sisi penjangkauan maupun
ketersediaan layanan di tingkat masyarakat. Sistem kesehatan
Indonesia masih membutuhkan dukungan investasi, khususnya
pada sektor kesehatan publik termasuk di dalamnya infrastruktur
dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif,
maupun kuratif.
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(v) Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Aktivitas perekonomian di tahun 2023 sudah kembali pada kondisi
normal seiring dengan upaya kuat di bidang kesehatan untuk
mencapai herd immunity pada tahun 2022, dengan perkiraan
pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3-5,5 persen. Adapun
program dan kegiatan Pemerintah pada tahun 2023 mendorong
akselerasi ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi
pascapandemi COVID-19. Sementara itu, sebagai bagian dari
transisi menuju ekonomi hijau, aksi pembangunan rendah karbon
juga terus diperkuat agar berjalan optimal guna mengurangi trade-
off dari aktivitas ekonomi yang semakin kuat, serta untuk mencapai
pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Proyeksi Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)

-26,44

Persen

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/ Bappenas, Mei 2023

Dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi dan sosial di tahun
2023 berdampak pada meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca di
tahun tersebut. Namun, dengan semakin luasnya upaya penerapan
pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggung ekonomi
hijau, diproyeksikan penurunan emisi Gas Rumah Kaca akan dapat
menguat dari 26,87 persen pada tahun 2022 menjadi 27,02 persen
pada tahun 2023. Beberapa penguatan aksi pembangunan rendah
karbon dilakukan melalui upaya aksi penerapan energi terbarukan
dan efisiensi energi, serta restorasi gambut dan juga reforestasi.

(vi) Nilai Tukar Petani

SK No 219008 A

Perkembangan Nilai Tukar Petani dari tahun 2020-2022 mengalami
tren peningkatan yang signifikan. Perkebunan menjadi sektor yang
memberikan kontribusi paling besar dalam peningkatan Nilai Tukar
Petani tersebut. Pada tahun 2022, peningkatan permintaan luar
negeri terhadap produk buah dan sayur menyebabkan terjadinya
lonjakan Nilai Tukar Petani hortikultura. Sektor peternakan dan
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perikanan sepanjang tahun 2020-2022 masih memberikan
kontribusi positif dalam perkembangan Nilai Tukar Petani.

Perkembangan Nilai Tukar Petani
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Sumber: BPS, Juni 2023 (tahun dasar 2018=100)

Sektor perkebunan masih memberikan kontribusi besar dalam
capaian Nilai Tukar Petani hingga bulan Mei 2023. Meskipun pada
subsektor tanaman pangan, peternakan dan hortikultura
mengalami fluktuasi sepanjang Januari-Maret, Nilai Tukar Petani
tetap tumbuh positif.

(vii) Nilai Tukar Nelayan
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Seiring terkendalinya pandemi COVID-19, sektor perikanan
mengalami pemulihan yang signifikan. Kenaikan produksi
perikanan tangkap dipicu oleh meningkatnya permintaan baik di
pasar domestik maupun luar negeri. Peningkatan kesadaran
masyarakat akan manfaat produk perikanan juga berkontribusi
terhadap peningkatan permintaan tersebut, tercermin dari angka
konsumsi ikan. Kelancaran jalur logistik dan distribusi yang
sebelumnya terhambat juga sangat penting, untuk mempermudah
arus distribusi produk perikanan dan mendorong naiknya indeks
harga yang diterima oleh nelayan, sehingga capaian tahun 2022
meningkat dibandingkan tahun 2021.

Nilai tukar nelayan pada tahun 2022 mencapai 106,45 atau tumbuh
1,69 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 104,69. Rata-
rata pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan per bulan pada tahun 2022
mengalami  perlambatan kinerja mencapai 0,16 persen
dibandingkan tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan 0,08
persen per bulan. Capaian ini menunjukan perlu adanya intervensi
untuk mendorong perbaikan kesejahteraan nelayan yang diperoleh
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dari perbandingan indeks yang diterima (It) dengan indeks yang
dibayar oleh nelayan (Ib), dimana pertumbuhan indeks terima tidak
secepat indeks beli. Dengan tren pertumbuhan tersebut, diperlukan

intervensi untuk mendorong capaian Nilai Tukar Nelayan pada akhir
tahun 2023 senilai 107-108.

Perkembangan Nilai Tukar Nelayan
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Sumber: BPS dan KKP, Juni 2023 (tahun dasar 2018=100)

(viii) Pembangunan Wilayah
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Perekonomian di wilayah telah pulih ke masa prapandemi COVID-
19. Namun, pada tingkat provinsi, ekonomi Bali belum pulih ke
tingkat prapandemi akibat belum kembalinya aktivitas pariwisata.
Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali hanya sebesar 2,2 juta
kunjungan sepanjang tahun 2022, jauh di bawah level prapandemi
yang mampu mencapai 6,3 kunjungan.

Sementara itu, ekonomi wilayah Sulawesi dan Maluku mampu
tumbuh tinggi sejalan dengan hilirisasi komoditas pertambangan
serta tingginya harga komoditas ekspor unggulan, utamanya nikel.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara
sebesar 22,9 persen, yang diikuti dengan pertumbuhan di Provinsi
Sulawesi Tengah sebesar 15,2 persen. Tingginya pertumbuhan

wilayah Maluku diikuti oleh pengurangan tingkat pengangguran
menjadi 5,7 persen.

Hilirisasi yang terus didorong terutama pada industri logam dasar
berupa produk olahan komoditas nikel di wilayah Sulawesi
mendorong ekonomi wilayah tersebut tumbuh sebesar 7,1 persen
pada tahun 2022. Sejalan dengan itu, permintaan eksternal untuk
komoditas tersebut mengalami peningkatan seiring dengan
pemulihan ekonomi yang terjadi di negara mitra dagang wilayah
Sulawesi terutama Tiongkok. Pertumbuhan ini mampu mendorong
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penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,1 persen di tahun
2022.

Meningkatnya permintaan mitra dagang pada komoditas industri
bijih logam serta barang dari logam dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi Sulawesi. Hal tersebut juga diiringi oleh pembangunan
smelter baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai
tambah perekonomian.

Perekonomian Nusa Tenggara dan Papua yang memiliki komoditas
unggulan tembaga dan emas turut diuntungkan oleh kenaikan
harga komoditas. Pada tahun 2022, wilayah Nusa Tenggara dan
Papua tumbuh masing-masing sebesar 5,3 persen dan 7 persen.
Wilayah Nusa Tenggara tumbuh didorong oleh tingginya produksi
pertambangan bijih logam khususnya tembaga di Nusa Tenggara
Barat, sementara wilayah Papua didorong oleh produksi tambaga
dan emas di Provinsi Papua. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat
pengangguran terbuka di wilayah Nusa Tenggara dan Papua tercatat
masing-masing sebesar 3,1 persen dan 3,4 persen.

Pertumbuhan wilayah Nusa Tenggara tumbuh didorong oleh
meningkatnya Kkinerja pertambangan tembaga sejalan dengan
peningkatan permintaan dari mitra dagang utama, meningkatnya
aktivitas penerbangan di Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo dan
Bandara Internasional Lombok Praya seiring dengan peningkatan
aktivitas pariwisata, serta proyek hilirisasi komoditas tembaga di
Pulau Sumbawa.

Peningkatan harga komoditas batu bara dan lignit selama tahun
2022 serta perbaikan permintaan dari mitra dagang utama seperti
India dan Cina mendorong perekonomian wilayah Kalimantan
untuk tumbuh sebesar 4,9 persen. Hal ini berdampak pada
penurunan tingkat pengangguran menjadi 5 persen. Tumbuhnya
ekonomi Kalimantan didorong oleh berlanjutnya hilirisasi komoditas
pertambangan, pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing, serta
berlanjutnya proyek Ibu Kota Nusantara.

Aktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan yang kembali
pulih mendorong wilayah Jawa-Bali tumbuh 5,3 persen pada tahun
2022. Akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali berdampak pada
peningkatan Kkesempatan kerja dan menurunkan Tingkat
Pengangguran Terbuka menjadi 6,6 persen. Pembangunan. Proyek
Strategis Nasional, seperti pembangunan Tol Banten, DKI Jakarta,
Jawa Barat, dan Jawa Timur, pengembangan Bali Maritime Tourism
Hub di Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Kediri, Kereta Cepat
Jakarta-Bandung, serta infrastruktur bendungan dan irigasi
mendorong peningkatan investasi pada tahun 2023.
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Peningkatan harga komoditas unggulan wilayah Sumatera
khususnya minyak kelapa sawit, karet, dan batu bara mendorong
ekonomi wilayah tersebut tumbuh sebesar 4,7 persen pada tahun
2022. Selain itu, kinerja ekonomi didorong oleh peningkatan
aktivitas perdagangan, produksi pertanian, serta penguatan
permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi Sumatera berdampak
pada peningkatan kesempatan kerja dan penurunan Tingkat
Pengangguran Terbuka menjadi sebesar 5,4 persen tahun 2022.
Perbaikan permintaan global, terkendalinya inflasi, serta
berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti Tol
Trans Sumatera, Kawasan Industri, Jaringan Kereta Api Sumatera
mendorong ekonomi wilayah Sumatera tumbuh.

C. Pencapaian Kinerja dari Prioritas Nasional yang ada dalam RKP Tahun 2023

Dukungan K/L terhadap pencapaian prioritas nasional adalah dengan
memberikan informasi atas capaian kinerja, serta upaya pelaksanaan

program
Prioritas

dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya. Dari 7
Nasional dalam RKP Tahun 2023, terdapat 72 K/L yang tertuang

secara langsung mendukungnya melalui Proyek Prioritas sebagai Instansi
Pelaksana, yaitu:

No

Kementerian/Lembaga

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN PUSAT STATISTIK

BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

N pA|WIN|—

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

0o

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

9 |KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

10 [KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

11 [ KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

12 [KEMENTERIAN KEUANGAN

13 |[KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

14 |KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

15 |KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
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No

Kementerian/Lembaga

16

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

17

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

18

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

19

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

20

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

21

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

22

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

23

KEMENTERIAN PERTANIAN

24

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

25

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)

26

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN)

27

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

28

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

29

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

30

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

31

KEMENTERIAN AGAMA

32

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

33

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

34

KEMENTERIAN KESEHATAN

35

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

36

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

37

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

38

KEMENTERIAN SOSIAL

39

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

40

MAHKAMAH AGUNG

41

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

42

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
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No

Kementerian/Lembaga

43

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)

44

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN

45

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

46

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

47

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

48

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

49

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

50

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

51

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

52

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

53

BADAN SAR NASIONAL

54

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

55

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

56

BADAN KEAMANAN LAUT

57

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

58

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

59

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

60

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

61

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

62

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

63

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

64

KEMENTERIAN PERTAHANAN

65

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

66

KOMISI PEMILIHAN UMUM

67

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

68

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

69

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

70

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

71

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

72

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
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Berdasarkan prioritas nasional dalam RKP Tahun 2023, berikut rincian 72
kementerian /lembaga yang telah tertuang dan memberikan dukungan secara
langsung pada setiap prioritas nasional sebagai instansi pelaksana proyek
rioritas:

Prioritas Nasional 1

“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan”
- BADAN PANGAN NASIONAL
- BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
- BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
- BADAN PUSAT STATISTIK
- BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- KEMENTERIAN KEUANGAN
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
- KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KEMENTERIAN PERDAGANGAN
- KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
- KEMENTERIAN PERTANIAN
- KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
- LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
Prioritas Nasional 2

“Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan”

- KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- KEMENTERIAN KEUANGAN

- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

- KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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-BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) ’

- BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)

- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Prioritas Nasional 3

“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”

- BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- BADAN PUSAT STATISTIK

- KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

- KEMENTERIAN KEUANGAN

- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- KEMENTERIAN PERTANIAN

- BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

- BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

- BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

- BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

- KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

- KEMENTERIAN AGAMA

- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

- KEMENTERIAN KESEHATAN

- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- KEMENTERIAN SOSIAL

- LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- MAHKAMAH AGUNG

- TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional 4
“Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”
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- KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

- KEMENTERIAN AGAMA

- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

- KEMENTERIAN KESEHATAN

- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

- TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

- ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

- KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

- KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

- LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

- PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional 5

“Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar”

- KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KEMENTERIAN AGAMA

- KEMENTERIAN KESEHATAN

- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- KEMENTERIAN SOSIAL

- LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

- BADAN SAR NASIONAL

Prioritas Nasional 6

“Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim”

- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI
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- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

- KEMENTERIAN KESEHATAN

- KEMENTERIAN SOSIAL

- LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
- MAHKAMAH AGUNG

- BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

- BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Prioritas Nasional 7

“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik”

- BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
"- BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- KEMENTERIAN KEUANGAN
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
- BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
- BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
- KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- KEMENTERIAN SOSIAL
- LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
- MAHKAMAH AGUNG
- TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
- KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
- BADAN KEAMANAN LAUT
- BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
- BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
- BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
- BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
- BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
- DEWAN KETAHANAN NASIONAL
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- KEMENTERIAN LUAR NEGERI

- KEMENTERIAN PERTAHANAN

- KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- KOMISI PEMILIHAN UMUM

- KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

- LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

- LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- MAHKAMAH KONSTITUSI RI

- OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

- PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

Dokumen RKP Tahun 2023 memuat 7 prioritas nasional dengan 29 sasaran
dan 81 indikator kinerja disertai dengan targetnya masing-masing. Seluruh
29 sasaran yang telah ditetapkan dalam RKP telah dapat dipenuhi data
capaian atas target kinerjanya, baik yang terdapat dalam laporan kinerja
kementerian/lembaga maupun dari sumber lainnya. Begitu pula dengan
indikator kinerja, dari 81 indikator kinerja yang terdapat dalam RKP Tahun
2023, seluruhnya telah teridentifikasi data capaian atas target kinerjanya.
Namun demikian, terdapat 1 indikator kinerja dengan target “O” dikarenakan
memang seharusnya target dari indikator kinerja tersebut baru akan muncul
pada RKP Tahun 2024 sesuai dengan RPUMN 2019-2024. Indikator kinerja
tersebut adalah jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam world class
university Top 200.

Dari seluruh indikator kinerja yang telah teridentifikasi, hanya S50
kementerian/lembaga yang memuat penjelasan atas capaian indikator
kinerja tersebut dalam Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2023
yang telah disampaikan kepada Kementerian PANRB. Sehingga, dari 81
indikator kinerja prioritas nasional yang terdapat dalam RKP Tahun 2023,
hanya 50 indikator kinerja yang data capaiannya berasal dari laporan kinerja
kementerian/lembaga, sedangkan 30 indikator kinerja yang lain diperoleh
melalui sumber data lain. Data capaian indikator kinerja yang telah berhasil
diidentifikasi menunjukan sebanyak 34 indikator kinerja telah tercapai
melebihi target (lebih dari 100 persen), 6 indikator kinerja tercapai sesuai
dengan target (100 persen), 23 indikator kinerja belum mencapai target tetapi
telah tercapai lebih dari 90 persen, 17 indikator kinerja tidak mencapai 90
persen target, dan 1 indikator kinerja baru akan dicapai di tahun 2024.

Rincian capaian kinerja RKP Tahun 2023 berdasarkan pada prioritas
nasional, disajikan sebagai berikut:
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Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan

. Target Realisasi %
No. Sasaran No. Indikator 2023 2023 Capaian Keterangan
1 |Meningkatnya | 1.1 |Porsi EBT 17,90% 13,21% 73,79%|Sumber Data LKjIP
daya dukung dalam bauran Kementerian ESDM
dan kualitas energi nasional Indikator dalam LKjIP:
sumber daya capaian pangsa EBT
ekonomi dalam bauran energi
sebagai primer
modalitas bagi ]
pembangunan 1.2 [Skor Pola 94,00 94,10 100,10%]|Sumber Data LKjIP
ekonomi yang Pangan Badan Pangan
berkelanjutan Harapan (PPH) Nasional
1.3 |Pengelolaan 11 WPP 11 WPP 100,00%|Sumber Data LKjIP
dan KKP
pemanfaatan Indikator dalam LKjIP:
Wilayah WPPNRI yang
Pengelolaan melaksanakan
Perikanan penangkapan ikan
(WPP) secara terukur
berkelanjutan
2 |Meningkatnya | 2.1 |Rasio 3,21% 3,04% 94,70%|Sumber Data LKjIP
nilai tambah, kewirausahaan Kemenkop UKM
lapangan nasional
kerja,
investasi, 2.2 Pertumbuhgm 3,20- 1,12% 35,00%|Sumber Data BPS
ekspor, dan PDB pertanian 3,60%
daya saing .
perekonomian 2.3 Pertumb}lhan 5,00- 5,49% 120,00%|Sumber Data LKjIP
PDB perikanan 6,00% KKP
2.4 |Pertumbuhan 5,30- 4,69% 87,34%|Sumber Data LKjIP
PDB industri 5,60% Kemenperin
pengolahan Indikator dalam LKjIP:
Pertumbuhan PDB
Industri Pengolahan
Nonmigas
2.5 |Kontribusi PDB 20,60% 16,75% 91,18%]|Sumber Data LKjIP
industri Kemenperin
pengolahan Indikator dalam LKjIP:
Kontribusi industri
pengolahan Nonmigas
terhadap PDB
2.6 [Nilai devisa USD2.07- USD14.00 197,74|Sumber Data LKjIP
pariwisata 9.05 miliar persen|Kemenparekraf
miliar (Informasi : Data
Sementara)-
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Target Realisasi %
No. Sasaran No. Indikator 2023 2023 Capaian Keterangan
2.7 |Kontribusi PDB 4,10% 3,9% 95,12%|Sumber Data LKjIP
pariwisata Kemenparekraf
(Informasi : Data
Sementara)
2.8 |Penyediaan 2,7-3,1 4,55 168,52 Sumber Data
lapangan kerja juta juta orang Bappenas
per tahun orang

2.9 |Pertumbuhan 6,1-6,3% 4.4 72,13%|Sumber Data BPS
investasi
(PMTB)

2.10 |Pertumbuhan 11,18% -9,27% 0,00%|Sumber Data LKjIP
ekspor industri Kemenperin
pengolahan Indikator dalam LKjIP:

Pertumbuhan ekspor
industri pengolahan
Nonmigas

2.11 |Pertumbuhan 5,3-6,6% 1,32% 10,64%|Sumber Data LKjIP
ekspor riil Kemendag
barang dan jasa

2.12 |Rasio 9,60% 11,53% 109,22%]|Sumber Data LKjIP
perpajakan Kemenkeu
terhadap PDB

Sasaran 1 : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi

sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Indikator 1 : Porsi EBT dalam bauran energi nasional
Indikator 2 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Indikator 3 : Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) secara berkelanjutan

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor,
dan daya saing perekonomian

Indikator 1

Indikator 3 :
Indikator 4 :
Indikator S :
Indikator 6 :
Indikator 7 :
Indikator 8 :

Indikator 9 :
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: Rasio kewirausahaan nasional
Indikator 2 :

Pertumbuhan PDB pertanian
Pertumbuhan PDB perikanan
Pertumbuhan PDB industri pengolahan
Kontribusi PDB industri pengolahan
Nilai devisa pariwisata

Kontribusi PDB pariwisata
Penyediaan lapangan kerja per tahun

Pertumbuhan investasi (PMTB)
Indikator 10 : Pertumbuhan ekspor industri pengolahan
Indikator 11 : Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa
Indikator 12 : Rasio perpajakan terhadap PDB
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Prioritas Nasional 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan .

Pencapaian indikator yang tidak dapat memenuhi target yang diharapkan
pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Indikator porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi
nasional, yang disebabkan oleh:

a. Keterlambatan perencanaan dan pengadaan proyek, penyelesaian
power purchasing agreement (PPA), kesepakatan harga, permasalahan
kontraktor, perizinan, pembebasan lahan, tingkat komponen dalam
negeri (TKDN), dan penyesuaian harga satuan material terutama untuk
proyek yang sudah masuk dalam RUPTL PLN;

b. Kurangnya  dukungan pendanaan terhadap  proyek-proyek
infrastruktur EBT; serta

c. Program dedieselisasi dan co-firing PLTU yang belum berjalan optimal.

2. Indikator rasio kewirausahaan nasional, yang disebabkan oleh:
a. Tingginya kenaikan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi
dengan kenaikan jumlah wirausaha yang tinggi; serta
b. Pertumbuhan jumlah orang yang berusaha (wirausaha) didominasi
oleh wirausaha informal yaitu mereka yang berusaha sendiri atau
berusaha yang dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar.

3. Indikator pertumbuhan PDB pertanian, yang disebabkan oleh
perlambatan yang dikaitkan dengan penurunan produksi akibat faktor-
faktor eksternal seperti fenomena EIl Nino atau kekeringan, yang secara
langsung mempengaruhi produksi padi.

4. Indikator pertumbuhan PDB, kontribusi, dan ekspor industri pengolahan,
yang disebabkan oleh:

a. Melemahnya permintaan di beberapa mitra dagang menyebabkan
turunnya permintaan yang cukup signifikan, terutama untuk industri
yang berorientasi pada ekspor seperti industri furnitur, industri kayu
dan barang dari kayu, serta industri tekstil; serta

b. Ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan
normalisasi harga komoditas dunia.

S. Indikator kontribusi PDB pariwisata, yang disebabkan oleh belum
pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
akibat pandemi COVID-19.

6. Indikator pertumbuhan investasi (PMTB), yang disebabkan oleh
perlambatan konsumsi semen domestik di tahun 2023 yang menunjukkan
pertumbuhan tidak sesuai target serta penjualan alat berat dan komponen
kendaraan yang mengalami kontraksi. Salah satu leading indikator PMTB
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untuk komponen kendaraan masih tumbuh tinggi dan share yang rendah,
sehingga pertumbuhannya tidak maksimal.

7. Indikator pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa mengalami
perlambatan yang disebabkan karena:

a.

b.
c.

Melemahnya ekspor barang akibat dari proyeksi penurunan
permintaan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai mitra dagang
terbesar Indonesia;

Adanya fenomena El Nino; dan

Berlanjutnya invasi Rusia ke Ukraina yang dapat memicu guncangan
terhadap harga komoditas.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PN 1 di
antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada bidang energi baru terbarukan (EBT) terkendala oleh:

a.

b.

C.

Adanya keterlambatan perencanaan dan pengadaan proyek,
penyelesaian Power Purchasing Agreement (PPA), kesepakatan harga,
permasalahan kontraktor, perizinan, pembebasan lahan, Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan penyesuaian harga satuan
material dalam proyek RUPTL PLN;

Kurangnya  dukungan pendanaan terhadap  proyek-proyek
infrastruktur EBT; serta

Kurang optimalnya program dedieselisasi dan co-firing PLTU.

2. Pada bidang pertanian, penurunan produksi pangan, salah satunya padi
disebabkan oleh faktor eksternal seperti fenomena El Nino dan
kekeringan.

3. Pada bidang ekspor menghadapi kendala yaitu:

a.

oo o

Terjadinya penurunan aktivitas perdagangan global sejak kuartal
keempat tahun 2022 dengan penyebab utamanya yaitu dampak
kebijakan moneter yang ketat khususnya di Amerika Serikat dan Uni
Eropa;

Tingkat inflasi yang tinggi;

Fluktuasi harga komoditas;

Masih berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina; serta

Pelemahan pasar properti di China. Selain itu, terjadinya perlambatan

ekspor barang dan jasa juga disebabkan karena:

- Melemahnya ekspor barang sebagai akibat dari proyeksi penurunan
permintaan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai mitra
dagang terbesar Indonesia;

- Fenomena El Nino; dan

- Berlanjutnya invasi Rusia ke Ukraina yang dapat memicu guncangan
terhadap harga komoditas.

SK No 219023 A



agb

B2

g

£

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1975 -

4. Pada bidang kewirausahaan masih menghadapi kendala yaitu:

a. Pertumbuhan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sebagian besar
merupakan usaha mikro atau supermikro, sehingga kecepatan
penambahan jumlah wirausaha yang dibantu buruh tetap tidak dapat
mengimbangi pesatnya penambahan angkatan kerja; dan

b. Program pengembangan kewirausahaan yang diselenggarakan di
berbagai K/L cenderung tumpang tindih, sehingga jangkauan penerima
manfaat kurang merata, tidak tepat sasaran, dan tidak efisien.

5. Pada bidang industri dihadapkan pada permasalahan, antara lain
pelemahan permintaan di beberapa mitra dagang menyebabkan
penurunan permintaan yang cukup signifikan, terutama bagi industri
yang berorientasi ekspor seperti industri furnitur, industri kayu dan
barang dari kayu, serta industri tekstil. Faktor lain yang diduga menjadi
penyebab kontraksi dibeberapa subsektor industri pengolahan adalah
ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi
harga komoditas dunia.

6. Pada bidang pariwisata masih terdapat beberapa permasalahan yang
dihadapi antara lain:
a. Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan
nusantara akibat pandemi COVID-19; serta
b. Rendahnya pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan
nusantara.

7. Pada bidang investasi menghadapi permasalahan atau tantangan berupa:
a. Pertumbuhan moderat subkomponen investasi bangunan (share
terbesar investasi/PMTB) dan subkomponen investasi mesin dan
perlengkapan (mengalami perlambatan cukup dalam dibandingkan
tahun 2022), penyebab utamanya oleh peningkatan suku bunga yang
menghambat kredit investasi; serta
b. Penurunan signifikan harga komoditas tahun 2023 dibandingkan
tahun 2022 yang memicu penurunan investasi pada alat berat
pertambangan.

8. Pada bidang kelautan dan perikanan tantangan yang dihadapi
meliputi:

a. Belum optimalnya teknologi informasi menunjang Penangkapan Ikan
Terukur (PIT) dan masih diperlukannya penguatan koordinasi dan
sinkronisasi dengan stakeholder,

b. Rendahnya produktivitas perikanan tangkap maupun budidaya karena
didominasi usaha skala kecil dan metode yang tradisional;

c. Belum optimalnya kondisi infrastruktur sarana dan prasarana usaha
perikanan;

d. Tidak stabilnya ketersediaan bahan baku untuk mendukung
industrialisasi kelautan dan perikanan;
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e. Perlu meningkatkan daya saing dan mutu produk;
f. Belum optimalnya SDM kelautan dan perikanan yang kompeten; serta
g. Perlu meningkatkan akses permodalan usaha.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan terkait permasalahan dan kendala dalam
pelaksanaan PN 1 sebagai berikut:

1. Upaya untuk akselerasi pemenuhan porsi EBT dilakukan dengan:

a. Monitoring implementasi Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang
Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan
Tenaga Listrik, termasuk fasilitasi debottlenecking permasalahan
pembangkit dan penyaluran tenaga listrik;

Perbaikan iklim investasi EBT melalui penyederhanaan perizinan serta
pemberian insentif;

Pemanfaatan PLT ET off-grnid untuk daerah terisolir;

Percepatan program dedieselisasi dengan PLT EBT;

Perluasan program co-firing PLTU;

Pembatasan pembangunan PLTU batubara;

Perluasan implementasi program mandatori biofuel;

Fasilitasi implementasi Perpres Carbon Credit;

Mobilisasi pendanaan hijau untuk proyek ET;

Mendorong peningkatan kapasitas produksi industri biodiesel nasional;
serta

Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan interkoneksi dan smart
gnd.

o

TSR 0 Q0

~

2. Mendorong peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas,
meliputi:

Penyediaan benih berkualitas;

Percepatan proses tanam;

Penyediaan sumber-sumber air yang memadai;

Perbaikan serta penyediaan infrastruktur air yang efisien,;

Penyediaan alat dan mesin pertanian guna mengurangi losses; serta

Penyediaan pembiayaan pertanian melalui skema Kredit Usaha Rakyat

(KUR) untuk meningkatkan skala usaha.

m0 a0 o

3. Mendorong pertumbuhan ekspor barang dan jasa, melalui:
Sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi dari sisi supply;
Penyiapan ekosistem riset dan pengembangan serta sertifikasi;
Integrasi dan digitalisasi perdagangan;

Peningkatan efektivitas promosi perdagangan;

Penguatan diplomasi; serta

Penguatan SDM.

4. Pada bidang kewirausahaan upaya yang dilakukan, meliputi:
a. Mengawal program dan kegiatan dari berbagai K/L terkait
pengembangan kewirausahaan nasional yang telah tertuang dalam

~0 Q0 op
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Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan
Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;

b. Mengembangkan kegiatan konsultasi dan pendampingan bisnis yang
intensif yang berbasis pada target, sehingga mendukung usaha dari
para pelaku usaha (wirausaha) naik kelas;

c. Mengintegrasikan berbagai kegiatan di bidang kewirausahaan agar
menjadi rantai proses yang berkelanjutan satu sama lain untuk
memastikan tumbuhnya wirausaha baru dan naik kelasnya wirausaha
pemula menjadi wirausaha mapan dan seterusnya;

d. Mendorong penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kriteria
program pengembangan kewirausahaan untuk menjadi acuan
pembentukan dan pelaksanaan program pengembangan
kewirausahaan yang dilaksanakan oleh berbagai K/L maupun
pemangku kepentingan lainnya; dan

e. Mendorong perwujudan Satu Data KUMKM sebagai basis data yang
dapat menjadi acuan dan menyinergikan pelaksanaan program
pengembangan KUMKM, termasuk kewirausahaan, yang tersebar
lintas sektor dan K/L.

5. Upaya pemecahan masalah pada industri pengolahan, yaitu:

a. Penguatan daya saing produk ekspor melalui peningkatan penggunaan
teknologi mesin produksi yang dilakukan melalui program
restrukturisasi mesin peralatan;

b. Penggunaan produk dalam negeri yang didorong belanja Pemerintah
pusat dan daerah, dan untuk penguatan rantai pasok domestik; serta

c. Penarikan investasi dan perluasan pasar ekspor melalui partisipasi
pameran dan utilisasi perjanjian dagang.

6. Meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan pengeluaran

wisatawan melalui:

a. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama
dan peningkatan jumlah penerbangan;

b. Reaktivasi pelaksanaan event dan MICE serta peningkatan kualitas
produk wisata yang terstandardisasi; serta

c. Pembangunan dan perbaikan kualitas amenitas dan atraksi di berbagai
destinasi pariwisata.

7. Untuk mendorong pertumbuhan investasi dilakukan dengan peningkatan:
a. Proyek IKN (dari sisi bangunan);
b. Smelter (dari sisi bangunan dan mesin perlengkapan); dan
c. UU Cipta Kerja.

8. Upaya untuk menghadapi tantangan pada bidang kelautan dan perikanan
dilakukan melalui:

a. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dilakukan dengan optimalisasi

kelembagaan WPPNRI, peningkatan kualitas perizinan dan pendataan
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izin usaha, harmonisasi ruang darat dan laut, meningkatkan
pengawasan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) dan
destructive fishing, melaksanakan sosialisasi dan pendampingan
pelaku usaha, dan penguatan teknologi informasi;

Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta
produktivitas sektor kelautan dan perikanan;

Penguatan rantai pasok termasuk rantai dingin dan penguatan
jaminan mutu keamanan produk kelautan dan perikanan;
Pengembangan sentra produksi termasuk pengembangan kampung-
kampung perikanan, pelabuhan, dan fasilitas pemasaran;

Penguatan kelembagaan pelaku usaha termasuk pembentukan
korporasi nelayan dan pembudidaya bagi pelaku usaha perikanan dan
pendampingan dan penyuluhan; serta

Mendorong peningkatan konsumsi ikan dalam negeri
ekspor produk perikanan Indonesia

dan kinerja

Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
. o
No. Sasaran No. Indikator ’l:;;ggt Re;(:lzs; s Capa/:ian Keterangan
1 |Meningkatnya 1.1 |Laju 6,4-6,9% 5,76% 90,00%|Sumber Data
pertumbuhan pertumbuhan per tahun per tahun Simreg
ekonomi dan tingkat Produk Bappenas
kesejahteraan Domestik
masyarakat di Regional Bruto
Kawasan Timur (PDRB) KTI
Indonesia (KTI)
1.2 |IPM KTI 62,54-78,18| 62,25-78,20 99,81%|Sumber Data
nilai nilai BPS
minimum- minimum-
nilai nilai
maksimum| maksimum
1.3 |Persentase 9,4-10,2% 11,44% 87,84%|Sumber Data
penduduk Simreg
miskin KTI Bappenas
2 [Terjaganya 2.1 |Laju 5,0-5,2% 4,90% 98,00% |Sumber Data
pertumbuhan pertumbuhan per tahun per tahun Simreg
ekonomi dan tingkat PDRB KBI Bappenas
kesejahteraan
masyarakat di 2.2 (IPM KBI 70,48-82,.43. 71,15-82,.463 100,46%|Sumber Data
Kawasan Barat nilai nilai BPS
Indonesia (KBI) minimum- minimum-
nilai nilai
maksimum| maksimum
2.3 |Persentase 7,3-7,9% 8,83% 88,23%|Sumber Data
penduduk Simreg
miskin KBI Bappenas
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Sasaranl : Meningkatnya  pertumbuhan ekonomi dan  tingkat
kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Indikator 1 : Laju pertumbuhan PDRB KTI

Indikator 2 : IPM KTI

Indikator 3 : Persentase penduduk miskin KTI

Sasaran?2 : Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan
masyarakat di Kawasan Barat Indonesia

Indikator 1 : Laju pertumbuhan PDRB KBI

Indikator 2 : IPM KBI

Indikator 3 : Persentase penduduk miskin KBI

Prioritas Nasional 2
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan

Pencapaian indikator yang tidak dapat memenuhi target yang diharapkan
pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Indikator laju pertumbuhan PDRB KTI dan PDRB KBI, yang disebabkan

oleh:

a. Menurunnya PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Wilayah
Nusa Tenggara,;

b. Menurunnya PDRB sektor konstruksi di Wilayah Papua;

c. Belum optimalnya pengembangan ekosistem, rantai nilai, dan ekonomi
kreatif dalam mendorong pengembangan ekonomi wilayah; serta

d. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan integrasi hulu-hilir
komoditas.

2. Indikator IPM KTI, yang disebabkan karena belum optimalnya pemerataan
akses dan kualitas pelayanan dasar terutama dalam bidang pendidikan
dan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa
wilayah yang belum mencapai target seperti wilayah Sulawesi, Maluku,
dan Papua dengan capaian >90 persen.

3. Indikator persentase penduduk miskin KTI dan penduduk miskin KBI,
yang disebabkan oleh data termutakhir bulan September 2023 yang belum
rilis sehingga menggunakan data Maret 2023. Capaian pada akhir 2023
diharapkan mencapai target yang telah ditentukan. Namun apabila
ditinjau dari data Maret 2023, upaya pemenuhan standar pelayanan
minimal belum maksimal serta pendataan kemiskinan yang belum
merepresentasikan kondisi tingkat kemiskinan. Hampir di seluruh wilayah
masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun demikian
pada wilayah Sumatera, Maluku, dan Papua yang juga masih belum
mencapai target tetapi sudah menunjukkan kinerja capaian >90 persen.
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Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PN 2 di
antaranya, sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan
masyarakat di KTI, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi
antara lain:

a. Adanya penurunan pada sektor pertambangan dan penggalian serta
sektor konstruksi yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi;

b. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan integrasi hulu-hilir
komoditas;

c. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar secara optimal,
terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan
permukiman;

d. Belum optimalnya konektivitas intra dan antar kawasan untuk
menunjang sistem logistik nasional;

e. Kurangnya sumber daya manusia unggul untuk menciptakan tenaga
kerja terampil; serta

f. Pendataan kemiskinan yang belum mampu memotret kondisi tingkat
kemiskinan di Wilayah KTI secara lengkap dan aktual sehingga
berpengaruh pada kinerja program penanggulangan kemiskinan.

2. Kemudian, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kesejahteraan masyarakat di Wilayah KBI, dihadapkan dengan beberapa
permasalahan yaitu:

a. Pertumbuhan ekonomi dalam wilayah KBI tidak terlalu signifikan;

b. Beberapa kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya belum
beroperasi optimal; dan

c. Pendataan kemiskinan yang belum mampu memotret kondisi tingkat
kemiskinan di Wilayah KBI secara lengkap dan aktual sehingga
berpengaruh pada kinerja program penanggulangan kemiskinan.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan terkait permasalahan dan kendala dalam
pelaksanaan PN 2, sebagai berikut:

1. Dalam pengurangan kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat
dilakukan upaya dengan adanya optimalisasi pertumbuhan dan
pemerataan secara terpadu yang ditunjang dengan penguatan terhadap
mitigasi resiko bencana.

2. Dari sisi pendekatan pertumbuhan, dapat dilakukan:

a. Pemantapan transformasi ekonomi sosial wilayah untuk akselerasi
pembangunan wilayah KTI dengan tetap menjaga momentum
pertumbuhan wilayah KBI melalui diversifikasi kegiatan ekonomi
kreatif, yang didukung dengan penguatan rantai nilai wilayah dan
produktivitas unggulan wilayah dengan melakukan hilirisasi industri
berbasis keadilan ekologis berkelanjutan;
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b. Terus mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru khususnya di luar
wilayah Jawa dengan meningkatkan efisiensi konektivitas sistem
logistik nasional; serta

c. Peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil guna meningkatkan
daya saing dan kemandirian daerah.

antarwilayah dapat dilakukan dengan:

a. Mendorong percepatan pembangunan manusia melalui peningkatan
kualitas dan akses pada bidang pendidikan dan kesehatan; serta

b. Percepatan
konektivitas transportasi intrapulau dan antarpulau serta simpul-
simpul utama kawasan strategis untuk mendukung pemerataan
antarwilayah.

pembangunan

infrastruktur

3. Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan pembangunan

untuk meningkatkan

Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing

No. Sasaran No. Indikator Target 2023 Rezaélzs; A Capaian| Keterangan

1 | Terkendalinya 1.1 |Angka Kelahiran 2,19 per 2,14 per 102,30%|Sumber Data
pertumbuhan Total (Total Fertility| wanita usia| wanita usia LKjIP BKKBN
penduduk dan Rate/ TFR) subur subur
menguatnya tata usia 15-49| usia 15-49
kelola tahun tahun
kependudukan

1.2 (Persentase 99,00% 100% 101,01%|Sumber Data
cakupan Bappenas
kepemilikan
Nomor Induk
Kependudukan
(NIK)

2 | Meningkatnya 2.1. |Proporsi penduduk 91,00% 95,75% 105,22%|Sumber Data
perlindungan yang tercakup Bappenas
sosial bagi dalam program
seluruh penduduk jaminan sosial

2.2 |Proporsi rumah 78,00% 69,42% 89,00%|Sumber Data
tangga miskin dan Bappenas
rentan yang
memperoleh
bantuan sosial
Pemerintah

3 |Terpenuhinya 3.1 |Angka Kematian 194 per 189 per 102,58%|Sumber Data
layanan dasar Ibu (AKI) 100.000 100.000 LKjIP
bidang kesehatan kelahiran kelahiran Kemenkes
dan pendidikan hidup hidup

3.2 |Angka Kematian 17,6 per 16,85 per 104,26%|Sumber Data
Bayi (AKB) 1.000 1.000 LKjIP

kelahiran kelahiran Kemenkes
hidup hidup
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No. Sasaran No. Indikator Target 2023 2023 % Capaian| Keterangan
3.3 |Prevalensi stunting 17,50% 21,6% 76,57%|Sumber Data
(pendek dan LKjIP
sangat pendek) Kemenkes
pada balita
3.4 |Insidensi 211 per 385 per 17,50%|Sumber Data
tuberkulosis 100.000 100.000 LKjIP
penduduk| penduduk Kemenkes
3.5 |Jumlah 385 389 101,00%|Sumber Data
kabupaten/kota kabupaten/k| kabupaten/ LKjIP
yang mencapai ota kota Kemenkes
eliminasi malaria
3.6 |Jumlah kabupeten 482 389 80,70%|Sumber Data
kota dengan kabupaten/k| kabupaten/ LKjIP
eliminasi kusta ota kota Kemenkes
3.7 |Prevalensi obesitas 21,80% 4% 181,70%|Sumber Data
pada penduduk LKjIP
umur >18 tahun Kemenkes
3.8 |Persentase 8,80% 9,1% 97,00%|Sumber Data
merokok LKjIP
penduduk usia 10- Kemenkes
18 tahun
3.9 |Nilai rata-rata 394 359 91,12%|Sumber Data
hasil PISA: OECD Tahun
Membaca 2018
3.10 |Nilai rata-rata 385 366 95,06%|Sumber Data
hasil PISA: OECD Tahun
Matematika 2018
3.11 |Nilai rata-rata 399 383 95,99 %|Sumber Data
hasil PISA: Sains OECD Tahun
2018
3.12 |Rata-rata lama 9,24 tahun| 9,13 tahun 98,81%|Sumber BPS
sekolah penduduk
usia 15 tahun ke
atas
3.13 |Harapan lama 13,22 tahun| 13,15 tahun 99,47%|Sumber BPS
sekolah
4 | Meningkatnya 4.1 |Indeks 71,66 63,30 88,33%|Sumber Data
kualitas anak, Periindungan LKjIP KPPPA
perempuan, dan Anak (IPA)
pemuda
4.2 |Indeks 91,17-91,44 91,63 100,32%|Sumber Data
Pembangunan LKjIP KPPPA
Gender (IPG)
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No. Sasaran No. Indikator Target 2023 R;a(;nzs;m % Capaian| Keterangan
4.3 |Indeks 56,65 55,83 98,55%|Sumber Data
Pembangunan LKjIP
Pemuda (IPP) Kemenpora
5 | Meningkatnya 5.1 |Persentase rumah 38,00% 41,31% 108,71%|Sumber Data
aset produktif bagi tangga miskin dan Bappens
rumah tangga rentan yang
miskin dan rentan memiliki aset
produktif
6 | Meningkatnya 6.1 |Persentase 48,00% 46,56% 97,00%|Sumber Data
produktivitas dan angkatan kerja Satu Data
daya saing berpendidikan Kemnaker
menengah ke atas
6.2 |(Jumlah PT yang O PT - -|Target baru
masuk ke dalam akan ada pada
world class RKP 2024
university Top 200
6.3 |Jumlah PT yang 1PT 3 PT 300,00%|Sumber Data
masuk ke dalam Dikti
world class
university Top 300
6.4 |Jumlah PT yang 2 PT 2 PT 100,00% Sumber Data
masuk ke dalam Dikti
world class
university Top 500
6.5 |Proporsi pekerja 43,00% 62,13% 144,49%|Sumber Data
yang bekerja pada Bappenas
bidang keahlian
menengah dan
tinggi
6.6 |Peringkat Global 75-80| 61 peringkat 118,67%|Sumber Data
Innovation Index peringkat WIPO
International

Sasaran 1 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata
kelola kependudukan

Indikator 1 : Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia
subur usia 15-49 tahun)

Indikator 2 : Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan
(NIK)

Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
Indikator Kinerja 1 : Proporsi penduduk yang tercakup dalam program
jaminan sosial

Indikator Kinerja 2 : Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan sosial Pemerintah
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Sasaran 3 : Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan
Indikator Kinerja 1 : Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
Indikator Kinerja 2 : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
Indikator Kinerja 3 : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada
balita

Indikator Kinerja 4 : Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Indikator Kinerja S : Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun
Indikator Kinerja 6 : Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
Indikator Kinerja 7.1 : Nilai rata-rata hasil PISA - Membaca

Indikator Kinerja 7.2 : Nilai rata-rata hasil PISA - Matematika

Indikator Kinerja 7.3 : Nilai rata-rata hasil PISA - Sains

Indikator Kinerja 8 : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
Indikator Kinerja 9 : Harapan lama sekolah

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
Indikator 1 : Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indikator 2 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator 3 : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Sasaran 5 : Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan
rentan

Indikator 1 : Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset
produktif

Sasaran 6 : Meningkatnya produktivitas dan daya saing

Indikator 1 : Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
Indikator 2.1 : Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT) -
Top 200

Indikator 2.2 : Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT) -
Top 300

Indikator 2.3 : Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT) -
Top 500

Indikator 3 : Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah
dan tinggi

Indikator 4 : Peringkat Global Innovation Index

Prioritas Nasional 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pencapaian indikator yang tidak dapat memenuhi target yang diharapkan
pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Indikator proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh
bantuan sosial Pemerintah, yang disebabkan oleh DTKS (Data Terpadu
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Kesejahteraan Sosial) sebagai beneficiary registry tidak lagi menunjukkan
peringkat kesejahteraan penduduk. Akibatnya, penyaluran bantuan
Pemerintah tidak efektif dalam menargetkan kelompok paling miskin.
Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program belum
terjalin dengan baik, mengakibatkan komplementaritas antarprogram
tidak tercapai secara maksimal.

2. Indikator prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita), yang
disebabkan oleh kurang tepatnya fokus pensasaran program serta kurang
optimalnya komitmen dan penguatan lintas program, sektor, dan strata.
Prevalensi stunting juga dipengaruhi kinerja pelayanan kesehatan lainnya
seperti pelayanan ibu hamil, penanganan ibu hamil kurang energi kronis
dan balita bermasalah gizi, pemantauan pertumbuhan, pemberian ASI
Ekslusif, dan imunisasi.

3. Indikator insidensi tuberkulosis, yang disebabkan oleh faktor stigma dan
kekhawatiran masyarakat, kurangnya kesadaran pasien serta adanya
kontak erat, pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) belum maksimal,
serta kurangnya monitoring pengobatan.

4. Indikator jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, yang
disebabkan oleh masih tingginya transmisi kasus akibat adanya stigma
terhadap kusta disertai kesadaran masyarakat yang rendah, mutasi
petugas kesehatan terlatih, belum optimalnya kelengkapan dan ketepatan
pelaporan, kelangkaan stok Multi Drug Therapy (MDT), serta belum
maksimalnya pemanfaatan kemitraan.

S. Indikator nilai rata rata hasil PISA: membaca, matematika, dan sains yang
disebabkan oleh learning loss akibat pandemi COVID-19 yang juga terjadi
di seluruh dunia dan terkait kualitas pendidikan yang masih perlu
ditingkatkan.

6. Indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang
disebabkan oleh masih adanya kesenjangan partisipasi pendidikan
antarwilayah, antarkelompok sosial-ekonomi, dan pada penyandang
disabilitas. Selain itu juga dipengaruhi keterbatasan sarana dan
prasarana di satuan pendidikan serta kasus Anak Tidak Sekolah (ATS).

7. Indikator Harapan lama sekolah, yang disebabkan oleh kesenjangan
partisipasi pendidikan <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>